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PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN

PENILAIAN KINERJA PHPL

Bersama ini kami sampaikan hasil kegiatan Penilaian Kinerja PHPL (Penilikan

Pertama), sebagai berikut:

I. Nama LP-PHPL
Nomor Akreditasi
Alamat
Telp.

Fax.
Email
Website

: PT EQUALITY INDONESIA

: LP-PHPL-013-IDN

: JI. Raya Sukaraja 72 Ciater, Bogor 16710
: +62251 7550722, 7157103

: +62251 7550724

. eq@equalityindonesia.com

. http://www.equalityindonesia.com

Telah melaksanakan Kegiatan Penilaian Kinerja PHPL (Penilikan Pertama)

Terhadap:

II. Nama IUPHHK-HT
No. SK IUPHHK-HT
Luas
Lokasi
Alamat Kantor

I1l. Waktu Pelaksanaan
IV. Hasil Penilaian

: PT MITRA TANINUSA SEJATI

: 66/Menhut-11/2007

: +7.480 Ha

: Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau

: JI. Dr. Sutomo No. 62 Pekanbaru, Provinsi Riau
Telp. (0761) 37555, Fax: (0761) 33595/96

12 - 18 Desember 2014

: NILAI AKHIR PENILAIAN KINERJA PHPL PREDIKAT

LULUS SEHINGGA PT MITRA TANINUSA SEJATI
BERHAK MEMPERTAHANKAN SERTIFIKAT PHPL.

Demikian, pengumuman ini disampaikan agar pihak yang berkepentingan maklum.

Bogor, 7 Januari 2015
PT EQUALITY INDONESIA

Pajri Nu#bajri, S.Hut

Manager Sub Divisi Sertifikasi Hutan


mailto:eq@equalityindonesia.com
http://www.equalityindonesia.com/

v KAN

- 2 _ Komite Akreditasi Nasional
qualicy Indone sia, pt Lembaga Peniiai Pengelotasn Hutan Produtsi Lestari

; T ~artif LPPHPL - 013 - IDN
Services In Inspection, Testing & Cerfification

SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA
Nomor: 013/EQI-KEP.Cert/REV-PHPL/XIl/2014

TENTANG

PERUBAHAN SERTIFIKAT PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL)
PADA IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU HUTAN TANAMAN (IUPHHK-HT)
PT MITRA TANINUSA SEJATI DI KABUPATEN PELALAWAN PROVINSI RIAU
SK IUPHHK-HT NOMOR: SK.66/MENHUT-I/2007 TANGGAL 23 FEBRUARI 2007
DENGAN LUAS 1£7.480 HEKTAR
DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA

Menimbang:
a. bahwa sehubungan dengan terbitnya Perdirjen BUK Nomor: P.5/VI-BPPHH/2014 tanggal
14 Juli 2014;

b. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah melaporkan hasil Penilaian/Verifikasi
dalam Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) pada PT MITRA
TANINUSA SEJATI sesuai dengan Berita Acara Penyerahan Laporan (EQI-FO90) tanggal 28
Desember 2014,

c. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah menyampaikan Usulan Lembar
Rekomendasi Nomor: 094/EQI-FO37 tanggal 28 Desember 2014 dan Tinjauan Hasil
Pemeriksaan oleh Pengambil Keputusan Nomor: 046.1/EQI-FO39 tanggal 31 Desember
2014 dan pernyataan pemeriksaan yang telah disahkan oleh Pengambil Keputusan;

d. bahwa hasil Pengambilan Keputusan Penilaian Kinerja PHPL bagi PT MITRA TANINUSA
SEJATI sebagaimana tercantum dalam Tabel Rekapitulasi Nilai Indikator
Penilaian/Verifikasi (EQIFO77) Nomor Urut: 079.1 tanggal 31 Desember 2014
menunjukkan total nilai kinerja akhir 7 indikator PHPL berpredikat BAIK, 12 indikator
bernilai SEDANG, dan 3 indikator bernilai BURUK, serta pemenuhan terhadap Standar
Verifikasi Legalitas Kayu adalah MEMENUHI;

e. bahwa dengan hasil Pengambilan Keputusan sebagaimana huruf d, sesuai dengan
Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor: P.5/VI-BPPHH/2014 tanggal
14 Juli 2014, kepada PT MITRA TANINUSA SEJATI telah memenuhi syarat dalam
mempertahankan kelanjutan S-PHPL yang telah diterima sebelumnya untuk diberikan
Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (S-PHPL).

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor: 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor: 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor: 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang;

2. Peraturan Pemerintah Nomor: 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional;

3. Peraturan Pemerintah Nomor: 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan
Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor: 3 Tahun 2008 dan Nomor: 16;

4. Peraturan Presiden Nomor: 10 Tahun 2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik dalam
Kerangka Indonesia National single Window;

5. ISO/IEC Guide 65-1996 (Pedoman BSN 401-2000) Persyaratdn Umum Lembaga Sertifikasi
Produk;

6. Pedoman KAN 402 - 2007 - Panduan Interpretasi untuk Bu’ur Butir Pedoman BSN 401-
2000: Persyaratn Umum Lembaga Sertifikasi Produk;

7. ISO/IEC Guide 23:1982 : Methods of Indicating Confirmity with Standards for Third-party
Certification Systems:

8. ISO/IEC 17065:2012 (SNIi ISO/IEC 17065:2012): Persyaratan Sertifikasi untuk Lembaga
Produk, Proses dan Jasa.
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